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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jtwa Barat (Berita NegaraTahun 1950)sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang P bentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang engan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 19 0 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Li gkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran iNegaraRepublik Indonesia Nomor2851);

Mengingat

Menimbang

PELAKSANAAlf PEMBINAAN DAN~NGAWASAN TERHADAP KUMAR SAKlT UMUM DAERAB
dr. SLAMET GARUT DEN Ali STATUS POLA PENGELOLAA!f KEUANGAlf

BADAN YAlfAN UMUM DAERAH PENUH

DENGAX ~MAT TUHAN YAlfG MAHA ESA
I

I BUPATI GARUT,

: a. bahwa Jtuk mewujudkan tercapainya tujuan Badan
Layanan mum Daerah, maka pembinaan dan pengawasan
diperluk , untuk menjaga pelaksanaan kegiatan Rumah
Sakit U urn Daerah dr. Slamet dengan Status Pola
Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan
peraturan erundang-undangan;

b. bahwa se ai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Ne eri Nomor79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum D erah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
terhadap [Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) oleh
pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah; ,

c. bahwa be~aSarkail pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hu f a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati te tang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
Terhadap [Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
Dengan status Poia Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

IUmum Daerah Penuh;

TENTANG

OR 48 TABUR 2020

NSI JAWA BARAT



BASI
~ENTUAN UMUM

Paull
Dalam Peraturan Bupati ini yan* dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah rhaerahKabupaten Garut.

I

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slarnet Kabupaten Garut yang selanjutnya

disebut RSUDadalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah
menerapkan Badan Layanan UmumDaerah.

5. PemimpinBLUDadalah Di¢ktur RSUDdr. Slamet Garut.
i

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah sistem
yang diterapkan dalam ~emberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas d am pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan lkeuangan daerah pada umumnya.

7. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

I

8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD,yang selanjutnya disingkat RBAadalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunanlrencana kerja dan anggaran SKPD.

I

9. Dokumen Pelaksanaan An$aran BLUDyang selanj~tnya disingka~DPA-BLUD
adalah dokumen yang metnuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar p~laksanaan anggaran.

10. Dewan Pengawas BLUDyang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah
organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaanBLUD.

11. Pejabat Pengelola KeUang~ Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaanl APBD dan bertindak sebagai bendahara umum

I

daerah.

I

PERAT~ BUPATI TERTAlfG PELAKSARAAN
PEMBIN DAN PENGAWASAN TERHADAP RUMAH
SAKIT DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN
STATUS I POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran~ Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 14 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor50 3);

I
3. Undang-U~dang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembar~ Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor50 ;2);

4. undang-~dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerin an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik donesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa lkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2$ Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5879);

5. Peraturan j Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambahan
Lembaran i Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74: Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
KeuanganBadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia: Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5340);

I
6. Peraturan iPemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan' Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20J8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia ~omor 6178);

7. Peraturanl Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelola~ Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia i Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

i
8. Peraturan] Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Irdonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturru;lDaerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(LembarariDaerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor6);

Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461-0rtala/2009
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)Penuh;

;
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Memperhatikan :



(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
teknis penyelenggaraan u~san bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh
RSUD. I

(3) Dalam melaksanakan kew~,angan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Per gkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab
atas urusan pemerintahan . idang kesehatan mengadakan koordinasi dengan
Direktur RSUD. .

(4) Koordinasi sebagaimana d~maksud pada ayat (3) dilakukan dalam aspek
perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan
evaluasi. ,

I
i

I ·Paaal S
(1) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam

bentuk: i

a. fasilitasi; dan
b. konsultasi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dim~ud pada ayat (1) h. uruf a dilakukan secara efisien
dan efektif untuk menin tkan kapasitas RSUD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidan kesehatan.

Pa.. 14
(1) Kepala Perangkat Daerah kabupaten yang bertanggungjawab atas urusan

pemerintahan bidang kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap RSUD.,

Bagian Kedua
pelaaalnaan Pemblnaan Taknia

I

Paaa13
(1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu Kepala

Perangkat Daerah Kabu:tten yang bertanggungjawab atas urusan
pemerintahan bidang keseh .

(2) Pembina Keuangan sebagai lana dimaksud dalam Pasal2 huruf a yaitu PPKD.

! BAB III

PEMBINA TEtS DAN PEMBINA KEUANGAN

I Bagian Keaatu
! Umum
;

, Pasa12
Pembina dan pengawas BLUDterdiri atas:
a. Pembina Teknis dan Pembin~Keuangan;
b. Satuan Pengawas Internal; dan
c. Dewan Pengawas.

BABII
PEMBIN~ DAN PENGAWASBLUD
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Paaa17
(1) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 dilakukan dalam

bentuk:
a. fasilitasi; dan
b. konsultasi. ,

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan secara efisien
dan efektifuntuk meningkatkan kapasitas RSUDdalam pengelolaan keuangan
BLUD. '

,
i

I Baglan Kettga
Pelaksan~an Pemblnaan Keuangan

i Pa.. 16
(1) PPKDmelakukan pembin~keuangan terhadap RSUD.
(2) Pembinaan keuangan sebag 'mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

pengelolaan keuangan RSU "
(3) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan

pada tahapan: ,
a. perencanaan dan penganggaran BLUD(penyusunan RBA);
b. pelaksanaan anggaran BLUD, meliputi:

1. penyusunan DPA;dan
2. penatausahaan keuangan.

c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
(4) Dalam melaksanakan ke~enangan pembinaan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2),PPKPmengadakan koordinasi dengan Direktur RSUD.
!

i
I

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).dapat dilakukan pada tahapan
perencanaan, penganggaran, pengorgamsasian, pelaksanaan, pelaporan,
evaluasi, dan pertanggungjt_:aban penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kesehatan yang dilak akan oleh RSUD.

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk
mendapatkan petunjuk, I ertimbangan, dan Iatau pendapat terhadap
permasalahan penyelenggar an urusan pemerintahan bidang kesehatan yang
dilaksanakan oleh RSUD y g belum diatur secara tegas dalam ketentuan
peraturan perundang-undan an.

(5) Konsultasi sebagaimana dil aksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara
langsung atau tidak langsunf'

(6) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan
secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.

(7) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi
dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat
ditindaklanjuti oleh RSUD 'melalui penyempumaan dan/ atau penyelarasan
kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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i
yang berasal dari unit kerja pada RSUD.

; Baglan Kedua
Keanggota+n Satuan Pengawas Internal

Pasal9
(1) Keanggotaan Satuan Penga'-tas Internal dapat berasal dari:

a. PNS;dan/atau
b. Non PNS.

b. kompleksitas manajemen; dan
I

c. volume dan/ atau jangkauan pelayanan.,

: Baglan Kesatu
Pembentuldtn Satuan Pengawas Intemal

PasalS
(1) Satuan Pengawas Internal s~bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat

dibentuk oleh Pemimpin Billl D untuk pengawasan dan pengendalian internal
terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam
menyelenggarakan praktek *snis yang sehat.

(2) Satuan Pengawas Interna1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.

(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
mempertimbangkan: .
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

i

BABIV
SATU~ PENGAWAS INTERNAL

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahapan
perencanaan, penganggtan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban pengel laan keuangan yang dilaksanakan oleh RSUD.

(4) Konsultasi sebagaimana di aksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk
mendapatkan petunjuk, ipertimbangan, danj'atau pendapat terhadap
pennasalahan pengelolaan Ikeuangan yang dilaksanakan oleh RSUD yang
belum diatur secara tegas d~am ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara
langsung atau tidak langsung.

(6) Dalam hal konsultasi dilat<:Jkansecara langsung, hasil konsultasi dituangkan
secara tertulis dalam berita dcara hasil konsultasi.

(7) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil konsultasi
dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

I
(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat

ditindaklanjuti oleh RSUD imelalui penyempurnaan dan/ atau penyelarasan
kebijakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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a. sehat jasmani dan rohan ;
b. memiliki keahlian, inte itas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan

dedikasi yang tinggi unt k memajukan dan mengembangkan BLUD;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
f. berijazah paling rendah ~-3 (Diploma3);
g. pengalaman kerja paling]sedikit 3 (tiga)tahun;
h. berusia paling rendah ~O (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima

puluh lima) tahun pada ~t mendaftar pertama kali;
i. tidak pemah dihukum ~arena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara atau kjuangan daerah;
j. tidak sedang menjalani ~ksi pidana; dan
k. mempunyai sikap indep+den dan obyektif.

(2) Pemenuhan persyaratan s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan: :
a. surat pernyataan yang! ditandatangani calon anggota Satuan Pengawas

Internal untuk persyar~b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf~, huruf i, huruf j, dan huruf k; dan

h. dokumen yang sah dan :sesuai untuk persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.

i

PaullOI
(1) Untuk dapat diangkat seba ai Satuan Pengawas Internal, yang bersangkutan

harus memenuhi persyara sebagai berikut:

(2) Jumlah Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal 3 (tiga) orang disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas
kegiatan RSUDsepanjang berjumlah gasal.

I
(3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)di atas terdiri

dari kepala merangkap anggota dan anggota.
I

(4) Anggota Satuan Pengawas ]Internal yang berasal dari unit kerja BLUD
sebagaimana dimaksud padr ayat (1) huruf a merupakan tugas tambahan
di Iuar tugas pokoknya. ,

(5) Perangkapan anggota SatuaA Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan fungsi verifikator keuangan, fungsi
pengujian dan persetujuan;embayaran, fungsi bendahara, dan/ atau fungsi
lain yang dapat menimbul an pertentangan kepentingan atau mengurangi
objelctifitasdalam pelaksan tugasnya.

I;

I Bagian Ketiga
Perayaratan dan P1netapan Satuan Pengawas Internal

I ParagraC 1
Perayarata~ Satuan Pengawa. Internal

I

!,
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Paaa114
(1) Satuan Pengawas InterndI menyusun rencana program kerja tahunan

pengawasan intern, standf Prosedur Operasional (SPO) dan/ atau pedoman
pengawasan ::I

(2) Program ketja tahunan p ngawasan intern, Standar Prosedur Operasional
(SPO) danyatau pedoman engawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pe . pin BLUDuntuk mendapatkan persetujuan.

i

Pa.. 113
Satuan Pengawas Internal dalb melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasa112 memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. mendapatkan akses terhad.ap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya

manusia, dan fisik aset BL~Dpada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
b. melakukan komunikasi ~cara langsung dengan petugas pada unit kerja

darr/atau PemimpinBLUD;i
I

c. mengadakan rapat secara b~rkala dan insidentil dengan PemirnpinBLVD;
d. mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah daerah dalarn melakukan

pengawasan sepanjang me~dapatkan izin dari pemimpin BLVD.

d.
c.
b.

I

pengamanan harta kekayaan;
menciptakan akurasi sisteJ informasi keuangan;

I

menciptakan efisiensi dan produktivitas: dan
mendorong dipatuhinya ke~jakan manajemen dalarn penerapan praktek bisnis

I
yang sehat. :

I

a.

,
i
IIBagian Keempat

Tugas ,atuan Pengawas Internal

j Pa .. 112
i

Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajernen untuk:

: Paragraf2
Pengangka~n Satuan Pengawas Internal

Pasal11
I
I

(1) Pernimpin BLVD melakukan penilaian terhadap calon Satuan Pengawas
Internal sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10.

(2) Pemimpin BLUD menetapkan keputusan tentang pengangkatan Satuan
Pengawas Internal yang rriernenuhi penilaian sebagairnana dimaksud pada
ayat (1)dengan Keputusan ~irektur RSUD.

8

(3) Khusus untuk Kepala s~au Pengawas Internal harus rnerniliki pengetahuan
yang memadai terkait ntansi, keuangan, manajerial perumah sakitan
penerapan praktek bisnis y g sehat, rnanajemen resiko dan pencegahan dari
perbuatan curang. I



,
i Bagian Kesatu

pemb1ntukan Dewan Pengawas
I

! Pasal16
i

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat
dibentuk olehBupati. i

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pada (1) hanya
dapat dilakukan oleh BLl)D yang memiliki realisasi pendapatan menurut
laporan realisasi anggaran '2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun
terakhir.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk
pengawasan dan pengendalfan internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

BABV
mEWAN PENGAWAS
i

i Bagian Kelima
Laporan Basil Pe,gawasan Satuan Pengawas Internal

Pasal15
(1) Satuan Pengawas Internal kenyusun laporan hasil pengawasan berdasarkan

pengawasan sebagaimana! dimaksud dalam Pasal 14 dan menyampaikan
kepada PemimpinBLVD. [

I

(2) Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk
dokumen hasil pengawasan yang paling sedikit mengungkapkan tujuan,
lingkup kerja, kesimpulan, 4an rekomendasi.

(3) Pemimpin BLVD memperhatikan dan/atau menindaklanjuti laporan hasil
pengawasan sebagaimana 1imaksud pada ayat (2), dengan segera mengambil
langkah yang diperlukan Iatas segala sesuatu yang dikemukakan dalam
rekomendasi hasil pengawasan.

I
I

i

(3) Rencana program kerja tahunan pengawasan intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat: .

I

a. infonnasi d~ latar b~akan~ meng.enai objek pengawasan, termasuk
pelaksanaan tindak laI1J t hasil pengawasan yang disarankan sebelumnya
dan dampak dari tindakllanjut dimaksud;

b. ruang lingkup atau cakupan ketja pengawasan;
c. objek pengawasan;

d. teknik pengawasan yan~ akan digunakan; dan
e. jadwal pengawasan. i

i
(4) Satuan Pengawas Internal [melaksanakan pengawasan berdasarkan rencana

program kerja tahunan pengawasan intern yang telah disetujui Pemirnpin
BLVDsebagaimana dimaks~d pada ayat (1).

(5) Melaksanakan tugas lain !yang diperintahkan pemimpin BLVD sepanjang
berkaitan dengan tugas Satuan Pengawas Intern.

9



;

(1) Anggota Dewan Pengawas :sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
terdiri atas unsur: :
a. 1 (satu) orang pejabat! Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi

kegiatan BLUD; II'

b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi
pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ~i yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
I

(2) Anggota Dewan Pengawas :sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)
terdiri atas unsur:

I

a. 2 [dua] orang pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi
kegiatan BLUD; i

1

b. 2 (dual orang pejaba~1Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi
pengelolaan keuangan daerah; dan

c. 1(satu] orang tenaga a+ yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
I

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c
dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami
tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

i
j

PasallS

Bagian Kedua
Keanggotaan da~ Masa Jabatan Dewan Pengawas

i ParagraC I
Kean,*otaan Dewan Pengawas

I
II Pasa117

{I} Jumlah anggota Dewan Pe1gawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima)
orang. I

(2) Salah seorang diantara anggota DewanPengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai ~etua Dewan Pengawas.

(3) Jumlah anggata Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) unt~k BLUDyang memiliki:
a. realisasi pendapatan m~nurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun

terakhir sebesar Rp30. 00.000.000,00 (tiga puluh millar rupiah) sampai
dengan Rpl00.000.000. 00,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. nilai aset menurut : neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar
RplS0.000.000.000,OO ~=:tus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp500.000.ooo.ooo,oo (in_,. ratus miliar rupiah).

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk BLUDyang memiliki:
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun

terakhir, lebih besar d~ Rpl00.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah);
atau !

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dati
RpSOO.OOO.OOO.OOO,OO(lima ratus miliar rupiah).
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i.

c. memahami penyelenggar-aanpemerintahan daerah;
d. memiliki pengetahuan~ang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
e. menyediakan waktu y g cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
g. berusia paling tinggi 6£enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)dan ayat (2);
h. tidak pemah menjadi ggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris

yang dinyatakan ber I ah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit; I

I

tidak sedang menjalani ~anksi pidana; dan
tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau
calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

j.

! Baglan Ketiga
Penyaratan da~ Pengangkatan Dewan Pengawas

Paragraf 1
pen+ratan Dewan Pengawas

Pasa120
(1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus

memenuhi syarat: i
i

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan BLUD~

I

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum
berusia paling tinggi 60 (en puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia an ota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi
60 (enam puluh) tahun, ewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat
diangkat kembali untuk 1 ( tu) kali masa jabatan berlkutnya.

Pasa119

Paragraf2
Masa ~abatan Dewan Pengawas

I

I
(4) Anggota Dewan pengawasl yang berasal dari pejabat Perangkat Daerah

Kabupaten sebagaimana d~akSUd pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2)
huruf a dan huruf b bisa rKepalaPrangkat Daerah Kabupaten atau pejabat
1 (satu) tingkat dibawahnyal ,

(5) Anggota Dewan Pengawas $ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2)
dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas maksimal pada 3 (tiga)
BLUD. .
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(6) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan
BLUD melakukan pengujian pemenuhan persyaratan selambat-lambatnya
10 (sepuluh) hari kerja sej* tugas itu diterima sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4)dan ayat (5). i

( 1) Bila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, Direktur
RSUD dapat mengajukan pJrmohonan pembentukan Dewan Pengawas kepada
Bupati secara tertulis melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang
melaksanakan tugas pernbinaan BLUD untuk ditindaklanjuti dengan
melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17. !

(2) Berdasarkan surat permoh 'nan pembentukan Dewan Pengawas dari Direktur
RSUD sebagaimana dimaks d pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan
atau penolakan terhadap ermohonan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung ulai surat permohonan diterima.

(3) Apabila Bupati menolak ter adap permohonan pernbentukan Dewan Pengawas
yang diajukan Direktur RS. D sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Bupati
rnemberikan jawaban penolakan kepada Direktur RSUD melalui unit kerja
pada Sekretariat Daerah Yarlgmelaksanakan tugas pembinaan BLUD.

(4) Apabila Bupati setuju terhadap permohonan pembentukan Dewan Pengawas
yang diajukan Direktur t;bagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
memerintahkan unit kerja ada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas
pembinaan BLUD untuk melakukan pengujian pemenuhan persyaratan
sebagaimana dirnaksud d am Pasal 20 terhadap calon anggota Dewan
Pengawas dari unsur pejab t Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi
kegiatan BLUD,unsur peja I at Perangkat Daerah Kabupaten yang rnembidangi
pengelolaan keuangan daer ,dan unsur tenaga ahli.

(5) Apabila Bupati tidak me berikan jawaban persetujuan atau penolakan
,'. terhadap permohonan pem i entukan Dewan Pengawas yang diajukan Direktur

RSUD sebagaimana dim!Ud' pada ayat (1) setelah batas waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak di erimanya surat permohonan oleh Bupati, maka
permohonan tersebut di ggap disetujui Bupati dan unit kerja pada
Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan BLVD melakukan
pengujian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
terhadap calon anggota De~an Pengawas dari unsur pejabat Perangkat Daerah
Kabupaten yang membidan~ kegiatan BLUD,unsur pejabat Perangkat Daerah
Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan unsur tenaga
ahli. '

Paragraf2
Pan,a~katan Dewan Pen,awas

Pasa121

(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan:
a. surat pemyataan yang i ditandatangani calon anggota Dewan Pengawas

untuk persyaratan seba aimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e huruf h, huruf i, dan huruf j; dan

b. dokumen yang sah dan elevan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f d huruf g.
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i

c. memonitor tindak lanj t hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil
laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d. memberikan nasehat ke ada Pejabat Pengeloladalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dE saran kepada Bupati mengenai:
1. RBAyang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. permasalahan yang , enjadi kendala dalam pengelolaan BLUD:dan
3. kineIja BLUD.

I

IBaglan Keempat
Tugaa, ltewl\fl~. dan Luaagaa DewanPeagawas

i Paragraf 1
,., .. IlewaaPeaga .....

: Pasa124
(1) DewanPengawasmemilikit gas:

a. memantau perkembang kegiatan BLUD;
b. menilai kinerja keuan an maupun kineIja nonkeuangan BLUD dan

memberikan rekomend i atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh
Pejabat PengelolaBLUDj

(3)

(2)

(1)

13!
i
I

I Pasa122
(1) Kepala unit kerja sebag4unana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

menyarnpaikan surat usul~ anggota Dewan Pengawas yang telah lulus
pengujian pemenuhan per~aratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
kepada Bupati untuk mend patkan persetujuan selarnbat-larnbatnya 3 (tiga)
hari kerja setelah batas w tu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (6)
berakhir.

(2) Surat usulan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat: .IT
a. usulan anggota Dewan [Pengawas dari unsur pejabat Perangkat Daerah

Kabupaten yang membtangi kegiatan BLUD, unsur pejabat Perangkat
Daerah Kabupaten yan membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan
unsur tenaga ahli yang t lah lulus pengujian pemenuhan persyaratan; dan

b. informasi kompetensi Yig paling sedikit berupa daftar riwayat hidup.

hi Pasa123
Berdasarkan usulan calon ggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal22, Bupati men, tapkan keputusan tentang pengangkatan anggota
DewanPengawas. I

I
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)termasuk penunjukan
Ketua Dewan Pengawas seb1gaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (2).
Keputusan sebagaimana dirrlaksud pada ayat (1)di atas ditetapkan oleh Bupati
selambat-larnbatnya 5 (limaj hari kerja setelah Bupati menerima surat usulan
DewanPengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).,



Pa.. 126
Anggota Dewan Pengawas dilar
a. memanfaatkan posisi sebag . Dewan Pengawas, baik secara langsung rnaupun

tidak langsung untuk ke entingan pribadi, keluarga maupun golongan
tertentu; dan

b. mengintervensi pelaksan kegiatan operasional BLUD yang dilaksanakan
oleh Pejabat Pengelola.

Paragraf3
gan Dewan Pengawas

Pa .. 125
Dalarn melaksanakan tugas bagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan
Pengawas berkewajiban untuk:
a. mernberikan pendapat dan an secara tertulis kepada Bupati dan Pejabat

Pengelola rnengenai rencana strategis bisnis serta rencana bisnis dan anggaran
yang disusun oleh Pejabat P ngelola BLUD;

b. melaporkan kepada Bupati alarn hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD
dan/ atau penyimpangan ata ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaporkan pelaksanaan tu as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
kepada Bupati secara berk , paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sewaktu-waktu jika dip rlukan; dan

d. menetapkan setiap keput san Dewan Pengawas melalui rapat Dewan
Pengawas yang diputuskan isecara musyawarah untuk mufakat serta bersifat
kolektif dan kolegial. i

Paragraf2
Kewa iban Dewan Pengawas

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b,
diukur paling sedikit melipu i:
a. memperoleh hasil usah atau hasil kerja dari layanan yang diberikan

(rentabilitas);

b. memenuhi kewajibanjan pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewaj'bannya (solvabilitas); dan
d. kemampuan penerimaanldari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja nonkeuanf. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diukur paling sedikit ber asarkan perspektif pelanggan, proses internal
pelayanan, pembelajaran, d pertumbuhan.
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c. diberhentikan sewaktu- aktu.

a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir;

( 1)

,
(6) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Bupati. I
i
I

i! Bagian Keenam
Pembe~hentlanDewan Pengawas

I Pasa129
AnggotaDewanPengawas ~iberhentikan oleh Bupati karena:

i

Paragraf2
Laporan pertaraungjawaban Dewan Pengawas

i Pasa128
(1) Dalam rangka pertanggungj waban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24, Dewan Pen awas membuat laporan.
(2) Laporan DewanPengawas s bagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. laporan periodik; I
b. laporan khusus; dan i
c. laporan akhir Dewan Pe gawas.

(3) Laporan periodik sebagai a dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan
laporan yang dibuat secara erkala setiap 6 (enam)bulan sekali.

(4) Laporan khusus sebagaim a dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan
laporan yang dibuat sew u-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan
kinerja BLUD dan/ atau ; penyimpangan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan. I

(5) Laporan akhir sebagaimaria dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan
laporan yang dibuat pada ~ir periodejabatan DewanPengawas.

IL Bagian Kelima
Rapat dan Laporan rertanggUngjawaban Dewan Pengawas

I ParagraC 1
~at Dewan Pengawas

I Pasa127
(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

triwulan dan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
(2) Rapat DewanPengawas dia4akan di tempat kedudukan BLUD,tempat kegiatan

usaha BLUD, atau tempaf lain di wilayah Negara Republik Indonesia atas
persetujuan PemimpinBLU .

(3) Hal-hal yang dibicarakan d /atau diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas
dituangkan dalam risalah rapat yang dilampiri dengan daftar hadir Dewan
Pengawas.
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Pasa132
(1) Sekretaris Dewan Pengawa diangkat dari pegawaiyang berasal dari unit kerja

pada BLUDatau seorang rofesional yang berasal dari luar BLUD,dengan
memenuhi persyaratan seb gai berikut:
a. memilikiintegritas, ded si, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
b. berpendidikan paling re dab setingkat strata 1 (satu) atau yang sederajat;
c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
d. tidak pemah dihukum lkarena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara. I
I

(2)

!
I
i BABVI

SE~ARIS DEWAN PENGAWAS

PaAI31
Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung
kelancaran tugas Dewan p~gawas.
Sekretaris Dewan Pengaw s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan
merupakan anggota DewanPengawas.

I

!

( 1)

(2)

{1~

j
i 16

(2) AnggotaDewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufc,karena: '
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketJntuan peraturan perundang-undangnn;

!

c. terlibat dalam tindakan ang merugikan BLUD.
d. dinyatakan bersalah d am putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri; dan
f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada

BLUD,negara, darr/ata daerah.
(3) Dalam hal pemberhentian Lnggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diikuti dengan penggantian Dewan Pengawas, masa jabatan
anggota Dewan PengawasJ~engganti ditetapkan selama sisa masa jabatan
anggota DewanPengawasYT&gdigantikan.

1

I Bagian Ketujuh
HonOfrium Dewan Pengawas

i PaA130
Dewan Pengawas diberikaJ/l remunerasi dalam bentuk honorarium sebagai
imbalan kerja berupa uang tang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
Honorarium Dewan pengats sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan
sebagai berikut:
a. honorarium Ketua De Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat

puluh persen) dari gaji an tunjangan Pemimpin;dan
b. honorarium anggota De an Pengawas paling banyak 36% (tigapuluh enam

persen) dari gaji dan tu dangan Pemimpin.



kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada
daerah.

a. tugasnya dengan baik;
h. tidak rnelaksanakan ke entuan peraturan perundang-undangnn;
c. terlibat dalam tindak yang merugikan BLUD.
d. dinyatakan bersalah alam putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap
e. rnengundurkan diri; d
f. terlibat dalam tind

BLUD,negara, darr/a

sebagaimana dimaksud pada

Pasal3S
(1) Sekretaris Dewan Pengawa diberhentikan oleh Bupati karena:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu aktu.

(2) Sekretaris Dewan Penga
ayat (1) huruf c, karena:

(2)

:
Sekretaris Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium
sebagai imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diberikan setiap
bulan.
Honorarium Sekretaris De an Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.

(1)
~sa134

d.

c.

b.
a. menyelenggarakan tugas ke ekretariatan Dewan Pengawas;

membuat dan mendokume tasikan risalah rapat Dewan Pengawas, tennasuk
mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan
keputusan; I"
membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran
Dewan Pengawas;
menyiapkan penyelengg aan rapat Dewan Pengawas, tennasuk
mengkoordinasikan kehadi peserta rapat dan rnenyiapkan daftar hadir serta
bahan-bahan rapat;

e. mengumpulkan data dan/ tau infonnasi yang relevan dengan pelaksanaan
tugas Dewan Pengawas; d

f. melaksanakan kegiatan 1 nya yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas.

(2) Masa jabatan Sekretaris De an Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum
berusia paling tinggi 60 (en puluh).

(3) Dikecualikan dari ketentu ayat (2) untuk sekretaris Dewan Pengawas yang
berasal dari unsur professio al sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

II Pasa133
Sekretaris Dewan Pengawas me iliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

17



ttd
I

I
I

ZAT ZAT MUN~ZAT
BERITA DAERAH KABUPAT N GARUT
TABUK2020 KOMOR48

Diundangkan di Garut
pada tangal 19 - 8 - 2020
PJ. SEKRETARlS DAERAH KAB ATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

ttd

Dltetapkan dl Garut
pada tangal 19 - 8 - 2020
BUPATI GARUT,

Pasa137
Peraturan Bupati ini mulai berl u pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiny ,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dal Berita Daerah Kabupaten Garut.

(3) Dalarn hal pemberhentian S kretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti deng penggantian Sekretaris Dewan Pengawas, masa
jabatan Sekretaris Dewan (ngawas pengganti ditetapkan selarna sisa masa
jabatan periode Dewan pengl was.

I

I BABVII
K~ENTUANPENUTUP

Pasa136
Pada saat Peraturan Bupati ini ulai berlaku, maka seluruh ketentuan yang telah
ada dan mengatur hal yang sam serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini,
dicabut dan dinyatakan tidak be laku.
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